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BAB    II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pajak
Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak Januari 1984 adalah undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Perubahan undang-undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem  self assessment system. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan ini adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dan menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.1.1.  Pengertian Pajak 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber data yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, dimana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut P.J. A Andriani dalam bukunya karangan M. Zain yang berjudul “Manajemen Perpajakan”, menerangkan bahwa pengertian  pajak adalah;

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ”.
(2003;10)
Sedangkan menurut Rohmat Soemitro  dalam bukunya karangan M. Zain yang berjudul “Manajemen Perpajakan”, menerangkan bahwa pengertian  pajak adalah; 

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”. 
(2003;10)
Berdasarkan dari kedua pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan  bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan konstribusi yang sifatnya sukarela,  pajak dipungut berdasarkan undang-undang  (UU)  yang sifatnya dapat dipaksakan, tidak adanya kontra prestasi, pajak yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak yang dipungut atau diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah.
2.1.2. Klasifikasi Fungsi Pajak

Pada umumnya, undang-undang pajak didesain untuk mendorong dan meningkatkan bentuk kerjasama, dimana dalam suatu pajak terdapat beberapa fungsi pajak dengan cara pengklasifikasian. Klasifikasi fungsi pajak menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” bahwa dalam fungsi pajak dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu;
“1. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh; dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri;
2.   Fungsi mengatur

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehinga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah “. 
(2000;3)
Sedangkan klasifikasi pajak menurut  Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis  dalam bukunya “Pelaporan Pajak Pengahasilan” menjelaskan bahwa ;

“ a. fungsi penerimaan adalah sumber dana yang diperuntukan bagi pengeluaran dalam hal membayar gaji PNS.
    b. fungsi pengaturan adalah sebagai alat untuk mengatur kebijakan dalam hal untuk minuman keras yang dikenakan pajak setinggi-tingginya”. 

(2006;3)
Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya klasifikasi fungsi pajak dibagi menjadi fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan, dimana kedua fungsi tersebut mempunyai tujuan yang baik satu sama lainnya.
2.1.3. Asas –asas Pemungutan Pajak

Didalam suatu pajak, ada yang dinamakan dengan asas-asas pemungutan pajak, dimana asas-asas pemungutan pajak sebagimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “An Inquiry into the natura and cause of  the wealth of  nations”  dalam buku karangan Waluyo dan Wirawan dalam bukunya dengan judul “Perpajakan Indonesia” bahwa asas pemungutan terdiri dari;
“1)  Equitiy. Pemungutan pajak harus bersifat Final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai manfaat yang diterima;
  2) Certainty. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang  terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran;
 3) Covenience. Kapan wajib pajak itu harus bayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak;
 4) Economy. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak “. 
(2000;5)
Berdasarkan teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dari ke-4 asas-asas pemungutan pajak diatas tidak saling melengkapi, maka pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya, karena dari ke-4 asas tersebut  mempunyai tujuan yang berbeda. Dari pemungutan pajak tersebut merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan, yang mana pemungutan tersebut harus bersifat final, tidak ditentukan sewenang-wenang, waktu membayar pajak dan biaya pemungutan serta biaya pemenuhan kewajiban. 
2.1.4. Cara Pemungutan Pajak 

Dalam perpajakan ada cara pemungutan pajak yang benar, dimana dalam hal pemungutan pajak seperti yang dijelaskan oleh Waluyo dan Wirawan dengan bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” menerangkan berbagai macam cara pemungutan pajak yaitu;
“Cara pemungutan pajak dalam stelsel pajak yang dilakukan berdasarkan 3 Stelsel yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran ”. 
(2000;9-10)

Penjelasan mengenai hal cara pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan 3 stelsel adalah sebagai berikut;
a. 

Stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui); 
b.  

Stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya;
c. 

Stelsel  campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian juga sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. 
2.1.5. Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Asas yang berkaitan dengan subjek pajak menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis  dalam bukunya “Pelaporan Pajak Penghasilan”, adalah; 

“1. Asas domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan   domisili atau tempat subjek pajak;

  2. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak ”. 

(2006;4)
Dimana pengertian dari subjek pajak itu sendiri menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya yang berjudul  “Perpajakan Indonesia”;
“Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan (menggantikan yang berhak yaitu ahli waris), badan, dan termasuk bentuk usaha tetap ”.
(2000;42)
Pengertian subjek pajak meliputi 4 hal, diantaranya yaitu;

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri;

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti  menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris atau bisa disebut juga dengan warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh waris tersebut dan apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak; 

3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya;

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan lokasi geografis subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, dimana menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut;

“ a. orang pribadi  yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b  badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c.  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak”. 
(2006;7)

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri   menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut ;

“a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui  bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia  atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”. 
(2006;8)
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa  subjek pajak luar dan dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang atau lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

 Perbedaan yang mendasar antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri  menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yaitu terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain;
“1. Subjek Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan  pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia dan akan berakhir pada saat subjek pajak tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia;

2. Subjek pajak dalam negeri dikenakan  pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan atau bisa disebut juga dengan subjek pajak yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui badan usaha tetap (BUT) maupun tidak;

3. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri  tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final ”. 
(2000;44)
Dari  penjelasan diatas, sudah jelas bahwa  subjek pajak dalam negeri  dikenakan pajak penghasilan  di Indonesia, sedangkan subjek luar negeri dikenakan berdasarkan tarif umum.
2.1.6. Bukan Termasuk Subjek Pajak

Dalam hal subjek pajak, ada yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang di jelaskan oleh Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis  dalam bukunya “Pelaporan Pajak Penghasilan”,  yang bukan termasuk subjek pajak adalah; 

“ a) badan perwakilan negara asing,

b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-   pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,

c) organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota,
d) pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan  Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak berusaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan

   e) kerja sama teknik. Kerja sama teknik yaitu memberi manfaat kepada pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia”. 
(2006;10)
Berdasarkan dari teori tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa subjek pajak menjalankan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan subjek pajak mempunyai kewajiban membayar PPh. 
2.2. Pajak Penghasilan
Pada suatu peraturan terutama dalam hal peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia selalu mengalami perubahan diantaranya yaitu RUU tentang perubahan dalam undang –undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana setelah mengalami perubahan tersebut maka peraturan perundang –undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) yang terbaru adalah undang –undang no 17 tahun 2000. 
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan dalam undang-undang pajak tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemapuan data. Menurut M.Zain dan Dodo Syarief dalam bukunya yang berjudul “Himpunan Undang-undang Perpajakan” pengertian pajak penghasilan adalah;

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak ”.                                                                                            
 (2003;91)
Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2000 adalah setiap tambahan  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian penghasilan dalam undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut, dan yang termasuk kedalam objek pajak adalah penghasilan.
2.2.2. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak
Dalam undang-undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan  dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” penghasilan yang termasuk objek pajak adalah;
“1.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja;
2.
Hadiah dari penjualan atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3.   Laba usaha;
4. 
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dan keuntungan karena penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
5. 
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. 
Bunga dan royalti termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. 
Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8.   Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9.   Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang dan keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva dan permi asuransi;
12.
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
13.
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ”.                                                   

(2000;51-52)
Sedangkan menurut  Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya yang berjudul “Pelaporan Pajak Penghasilan” bahwa; 

“Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah  Royalti, selisih lebih karena penilaian aktiva kembali”. 
(2006;22)
Berdasarkan dari teori tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam penghasilan yang termasuk objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahannya mempunyai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh secara baik, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
2.2.3. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak

Contoh- contoh Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti yang telah dijelaskan oleh Waluyo dan Wirawan  dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” serta Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “ Pelaporan Pajak Penghasilan”   adalah sebagai berikut;

“a.
Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan  atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha. Pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b.Warisan;

c.
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang  diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah; 

e.Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi ”. 
(2000;52) dan (2006;23)
Penulis dapat menyimpulkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak merupakan bantuan atau sumbangan dan harta hibahan, warisan, harta, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. 
2.2.4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (LKP) dalam lapisan kena pajak.  pajak beban selain pembagian Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “Pelaporan Pajak Penghasilan” tarif pajak penghasilan yaitu; 

“Dalam  pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak dimana tarif pajak dibagi menjadi tarif orang pribadi dan tarif badan yang dijelaskan menurut pasal 17 UU no 17 tahun 2001”. 

(2006;64)
Penjelasan mengenai tarif  umum pajak menurut pasal 17 UU no 17 tahun 2001 tersebut adalah sebagai berikut;
a. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri lapisannya adalah sebagai berikut 
TABEL 2.1.  Lapisan Kena Pajak

	Lapisan penghasilan kena pajak
	Tarif pajak

	Sampai dengan Rp. 25.000.000,00
	5%

	Diatas Rp. 25.000.000,00  s.d. Rp 50.000.000,00
	10%

	Diatas  Rp. 50.000.000,00  s.d. Rp. 100.000.000,00                              
	15%

	Diatas RP.  100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00
	25%

	Diatas Rp. 200.000.000,00
	35%


b. Bagi wajib pajak badan dalam negeri lapisannya adalah sebagai berikut
TABEL 2.2.  Lapisan Kena Pajak

	Lapisan penghasilan kena pajak
	Tarif pajak

	Sampai dengan Rp. 50.000.000
	10%

	Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000
	15%

	Diatas Rp. 100.000.000
	30%


2.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pada umumnya pajak penghasilan pasal 21 merupakan untuk orang pribadi dan badan yang dikenal dengan pembayarannya dengan menggunakan self assessment system yang artinya menghitung, menilai dan menaksir sendiri. Jadi WP sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya. 
Dimana Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya yang berjudul “Pelaporan Pajak Penghasilan”  bahwa pengertian dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah;

“PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”. 

(2006;73)
Kemudian  menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” bahwa pengertian dari Pajak Penghasilan ( PPh) pasal 21 adalah;

“Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan ”. 
(2000;118)
Berdasarkan dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. 
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (pasal 1 UU KUP).
 Menurut Gustian Djuanda dan Irwansya Lubis dalam bukunya “Pelaporan pajak penghasilan” menerangkan bahwa;

“Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotong PPh pasal 21 atau pemotong PPh pasal 21 yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21 dan SPT Tahunan PPh pasal 21 dan atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah;

1.  Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, pusat maupun cabang,  perwakilan maupun unit termasuk badan atau organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong. 
2. Bendaharawan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Instansi atau Lembaga, termasuk kedutaan RI di luar negeri. 
3.  Dana pensiun, Jamsostek, dan Badan lain yang membayarkan uang pensiun, THT dan JHT. 

4. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa. 
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, sebagai pembayar gaji. 
6. Perusahaan atau badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
7. Penyelenggaraan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan ”. 
(2006;73)

Dikecualikan sebagai pemotong penghasilan adalah;

1) badan perwakilan negara asing. 

2) organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK 574/KMK.04/2000), yaitu organisasi dibawah PBB.

Berdasarkan data yang penulis lakukan, pada umumnya PPh pasal 21 adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi yang kemudian akan dipotong dan  disetorkan oleh badan. 
2.3.1. Objek PPh Pasal 21 

Objek PPh pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Seperti yang diterangkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam bukunya “Pajak Penghasilan” yaitu;
“A. Penghasilan literatur, penghasilan yang diterima oleh;

1) pegawai tetap atau penerima pengsiun secara berkala,
2) pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai secara     bulanan. 
Misalnya; gaji, uang pensiun, bulanan, tunjangan dalam bentuk uang lembur, honorarium (termasuk honorarium dewan komisaris), bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. 
B. Penghasilan tidak teratur  yang diterima pegawai tetap, penerima pensiun, atau mantan pegawai yaitu berupa jasa produksi, tunjangan cuti tahunan, THR, bonus, premi tahunan dan penghasilan lain yang sejenis yang biasanya dibayarkan sekali setahun.

C. Upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yaitu berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan. 
D.
Uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagang yang merupakan calon pegawai.

E. Penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja, misalnya uang pesangon, uang tebusan pensiun/THT/JHT yang dibayar sekaligus.

F. Penghasilan tidak teratur lainnya terdiri dari honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang besarnya tidak dihitung atas banyaknya hari kerja yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, gaji, tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya, penghasilan yang diterima komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap”. 
(2006;72)
Berdasarkan dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penghasilan tentunya memliki suatu objek pajak. Dimana objek pajak itu terdiri dari penghasilan literatur, penghasilan tidak teratur, upah yang diterima pegawai, uang saku harian, penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja dan penghasilan tidak teratur lainnya.
2.3.2. Objek PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan 
Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya yang berjudul “ Pelaporan Pajak Penghasilan” objek PPh pasal 21 yang dikecualikan antara lain yaitu; 

“1.
Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi berupa asuransi   kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna dan beasiswa. 
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh WP yang seluruh penghasilannya telah dikenakan PPh final atau norma perhitungan, tetap merupakan objek pemotong PPh pasal 21. 

3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar pemberi kerja.

5.  Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah”. 
(2006;82)
Berdasarkan keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) tidak saja memiliki objek pajak yang diharuskan seperti yang di jelaskan di pembahasan sebelumnya. Tetapi adapun Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikecualikan yaitu pembayaran asuransi, penerimaan dalam bentuk natura lainnya dan lain sebagainya, dimana bagi penerimaan pensiun yang pengurangan penghasilan bruto diperkenankan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak adalah biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp.432.000 setahun atau Rp.36.000 sebulan. Penghasilan bruto tidak dipotong PPh pasal 21, jika penghasilan bruto tersebut jumlahnya tidak lebih dari Rp.24.000 sehari, tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000 sebulan serta tidak dibayarkan secara bulanan. 
2.3.3. Pengurangan yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap, baik dihitung secara bulanan ataupun tahunan.
Dalam membeban  biaya, undang-undangan pajak penghasilan ada yang dinamakan pengurangan penghasilan bruto yang menentukan penghasilan neto. Dimana menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “Pelaporan Pajak Penghasilan”  bahwa  pengurangan yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap, baik dihitung secara bulanan ataupun tahunan yaitu;
“Biaya Jabatan atau biaya pensiun, iuran terkait dengan gaji yang dibayar dan penghasilan tidak kena pajak”. 
(2006;84)
Penjelasan dari pengurangan penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto yaitu; 
 1. Biaya jabatan atau biaya pensiun

Biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan. Biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan sebesar Rp. 432.000 setahun atau Rp.36.000 sebulan.

2. Iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

3. Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP).

 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah;

a) Rp. 2.880.000,00 untuk wajib pajak sendiri.
b) Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin.
c) Rp.2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d) Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.  
TABEL 2.3. Status dan Tarif pajak
	Status
	Tarif  pajak

	TK/0
	Tidak Kawin Tanpa Tanggungan
	Rp. 2.880.000/tahun

	TK/1
	Tidak Kawin 1 Tanggungan
	RP. 4.320.000/tahun

	TK/2
	Tidak Kawin 2 Tanggungan
	RP. 5.760.000/tahun

	TK/3
	Tidak Kawin 3 Tanggungan
	RP. 7.200.000/tahun

	K/0
	Kawin Tanpa Tanggungan
	Rp. 4.320.000/tahun

	K/1
	Kawin 1 Tanggungan
	Rp. 5.760.000/tahun

	K/2
	Kawin 2 Tanggungan
	Rp. 7.200.000/tahun

	K/3
	Kawin 3 Tanggungan
	Rp. 8.640.000/tahun

	K/1/0
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan suami tanpa tanggungan
	Rp. 7.200.000/tahun

	K/1/1
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan  suami  tanggungan 1 orang
	Rp. 8.640.000/tahun



	K/1/2
	WP kawin istrinya  punya penghasilan               dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 2 orang
	Rp. 10.080.000/tahun

	K/1/3
	WP kawin istrinya  punya penghasilan                dan digabungkan dengan penghasilan suami tanggungan 3 orang
	Rp. 11.520.000/tahun


2.3.4. Metode Gross-up
Sering dalam praktek ditemukan kasus bahwa penghasilan yang diterima  adalah suatu jumlah yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini bisa ditemukan dalam kasus penghasilan antara lain berupa bunga deposito. Dalam praktek, wajib pajak lebih suka perhitungan dengan cara gross-up karena  Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggungnya diperbolehkan oleh undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk dicatat sebagai pengurangan bruto dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. 
Menurut Muda Markus dan Hendry Yujana bahwa ;

“Pihak yang menerima penghasilan tidak mau atas penghasilan yang diterimanya dikenai pemotongan PPh. Dengan kata lain, maunya penghasilan yang diterima adalah net after tax. Dalam kasus seperti ini biasanya PPh dihitung dengan cara Gross-up”. 
(2002;292)
Pada kenyataannya untuk menentukan gross-up bisa dilihat dari penghasilan pada setiap karyawannya. Dengan adanya gross-up maka perusahaan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam menentukan tunjangan pajak.
Sedangkan pengertian dari metode Gross-up itu sendiri menurut Muda Markus dan Hedry Yujana dalam bukunya “Pajak Penghasilan (PPh), Petujuk Umum Pemajakan Bulanan Dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru”  yaitu;
“Metode gross-up adalah membrutokan penghasilan neto setelah pajak untuk mendapatkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), setelah DPP (Dasar Pengenaan Pajak) didapat baru dikalikan dengan tarif pajak”. 
(2002;292)
Berdasarkan dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa gross-up bisa dipergunakan oleh perusahaan dalam perhitungan tunjangan pajak berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai.
Menurut  Muda markus dan Hedry  Yuzana dalam bukunya “Pajak Penghasilan, Petujuk Umum Pemajakan Bulanan Dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru”,  pengertian DPP adalah;

“Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah suatu jumlah uang dari objek pajak yang  dijadikan atas dasar perhitungan dan terhadapnya diterapkan tarif pajak”. 
(2002;265)
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Dimana  untuk menentukan gross-up itu sendiri, ada rumus gross-up yaitu; 
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Dimana :

d        = base (tax base)/ DPP (Dasar Pengenaan Pajak) hasil Gross-up

r         = rate (tax rate )/ tari pajak 
Kata lain dari penghasilan neto yang dikirakan bisa disebut dengan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto adalah penghasilan neto yang ditentukan sebagai DPP yang angkanya dihitung berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan perhitungan yang sebenarnya, yang besarnya biasa ditentukan sebesar sekian persen dari jumlah bruto, yang memberi wewenang untuk PPh dalam menentukan besarnya angka penghasilan neto yang dihitung berdasarkan perkiraan itu adalah Menteri Keuangan/Dirjen Pajak. Penjabaran dari definisi penghasilan neto dapat dilihat pada ketentuan pasal 6 ayat 1 yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk iuran kepada dana pensiun, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 
Metode gross-up dalam menentukan basarnya  pajak penghasilan bagi pegawai tetap menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya yang berjudul “Pelaporan Pajak Penghasilan”, rumus metode gross-up yaitu;

“Metode gross-up untuk menentukan pajak penghasilan atas dasar penghasilan kena pajak (PKP); 
Lapisan ke-1         PKP x 5%
atau

                                   0.95

PB – (5% x PKP) – 5% x iuran pensiun dan JHT    -  PB

                                           0.95                          
Lapisan ke-2 =   (PKP x 10%) – Rp.1.250.000
                                                         0.90
Lapisan ke-3 =    (PKP x 15%) – Rp. 3.750.000
                                                 0.85
Lapisan ke-4 =     (PKP x 25%) – Rp.13.750.000

           0.75

Lapisan ke-5 =    (PKP x 35%) – Rp. 33.750.000
“. 

 0.65 
(2006;97-98)
Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya penghasilan terdapat cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ada dua dengan cara perhitungan laba pertahun. Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “Pelaporan Pajak Penghasilan” Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah;

“Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Dalam undang-undang dikenal dengan dua golongan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri”.                   
 (2006;58)
Pada prinsipnya  metode Gross-up adalah suatu metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penetapan ini besarnya tunjangan yang ditambahkan kedalam penghasilan pegawai tetap akan sama dengan besarnya PPh pasal 21 terutang, sehingga tidak akan terjadi selisih atau selisih yang terjadi tidak signifikan antara besarnya tunjangan pajak yang diberikan dengan besarnya pajak terutang, dimana selisih tersebut akan menjadi tanggungan perusahaan atau bahkan pegawai tetap yang bersangkutan.
Menurut analisa para ahli perpajakan dan pengamatan yang dilakukan, penerapan perhitungan metode gross-up memiliki beberapa keuntungan antara lain;

1. Mempermudah pemberi kerja menentukan  tunjangan pajak yang diberikan secara tepat.
Dalam praktek di lapangan kondisi yang sering terjadi yaitu perusahaan membuat kebijakan pemberi tunjangan pajak yang kurang efektif, misalnya karena kesulitan menentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan agar sama dengan PPh pasal 21 karyawan terutang, ditentukan dari sekian persen gaji bruto perkaryawan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya selisih antara PPh pasal 21 terutang karyawan dengan tunjangan pajak yang diberikan. Konsekuensinya yang terjadi adalah karena perusahaan telah sepakat untuk memberikan tunjangan pajak atau karyawan menerima penghasilan bersih tampa dipotong pajak, maka selisih tersebut menjadi tanggungan perusahaan menurut undang-undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa  “Beban pajak penghasilan adalah beban yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PKP perusahaan’.  Selain itu pajak penghasilan ditanggung pemberi kerja merupakan penghasilan bagi karyawan yang tidak boleh dikurangkan sebagai beban dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Metode gross-up  memungkinkan hasil perhitungan besarnya tunjangan pajak yang diberikan sama dengan tunjangan pajak terutang, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak karyawan karena tidak akan terjadi selisih antara tunjangan pajak dengan pajak terutang karyawan yang harus ditanggung pemberi kerja. 
2. Memperbesar beban yang diperkenankan sebagai pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pemberi kerja.
Sebagaimana yang telah disinggung dalam angka (1) metode gross-up akan menjadikan  seluruh pemberian tunjangan pajak yang sebelumnya terdapat  sejumlah rupiah yang menjadi tanggungan perusahaan, menjadi seluruhnya berbentuk pemberian tunjangan pajak menurut PPh pasal 6 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa “ Tunjangan merupakan pengurangan yang diperkenankan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan”. 
Hal ini dipertegas dalam peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dirjen  Pajak no. Kep 545/PZ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan objek pajak pasal 5 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah “Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium komisaris / anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,  tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tunjangan pajak merupakan objek pajak penghasilan karena penghasilan bagi karyawan yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi seluruh tunjangan pajak dapat diperlukan sebagai beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan atau dengan kata lain dapat memperbesar beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan. 
Mekanisme perhitungan  Pemotongan PPh pasal 21 di gross-up
Didalam  suatu perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terdapat mekanisme perhitungan pemotongan di gross-up yaitu; 
Gaji setahun 12 x Rp.xxx                                                                       Rp. xxx

Tunjangan makan siang 12 x Rp. Xxxx                                                 Rp. xxx

JKK(Jaminan Kecelakaan kerja 1.27% x Rp.xxx                                  Rp. xxx

JK(Jaminan Kematian) 0.30% x Rp. xxx                                               Rp. xxx

JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) 6% x Rp. xxx                         Rp. xxx  (+)

Penghasilan bruto setahun                                                                     Rp.xxx

Bonus                                                                                                     Rp. xxx (+)

Jumlah penghasilan bruto                                                                      Rp. xxx
Jumlah penghasilan bruto                                                                       Rp xxx
Pengurangan :

1. biaya jabatan 5% (max 1.296.000/thn) Rp. xxx

2. iuran pensiun                                        Rp. xxx

3. JHT 2% x Rp. xxx                                Rp. xxx           Rp. xxx (-)

Penghasilan neto setahun                                                                     Rp. xxx
PTKP         

Wajib pajak sendiri                                           Rp.  xxx
Tanggungan(jika ada)                                       Rp. xxx                       Rp. xxx

Penghasilan kena pajak setahun                                                           Rp. xxx

PPh pasal 21 atas gaji dan bonus terutang setahun:
Tarif pasal 17  x PKP = Rp. xxxx
Jadi perhitungan tunjangan pajak dalam menentukan PPh pasal 21 terutang 
Gaji setahun 12 x Rp.xxx                                                                       Rp. xxx

Tunjangan makan siang 12 x Rp. Xxxx                                                 Rp. xxx

Tunjangan Pajak                                                                                 Rp.xxx

JKK(Jaminan Kecelakaan kerja 1.27% x Rp.xxx                                  Rp. xxx

JK(Jaminan Kematian) 0.30% x Rp. xxx                                              Rp. xxx

JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) 6% x Rp. xxx                        Rp. xxx  (+)

Penghasilan bruto setahun                                                                     Rp.xxx
Penghasilan bruto setahun 





   Rp.xxx
Bonus                                                                                                    Rp. xxx (+)

Jumlah penghasilan bruto                                                                     Rp. xxx

Pengurangan :

1.  biaya jabatan 5% (max 1.296.000/thn)  Rp. xxx

2.  iuran pensiun                                          Rp. xxx

3.  JHT 2% x Rp. xxx                                 Rp. xxx                 Rp. xxx (-)

Penghasilan neto setahun                                                                     Rp. xxx
PTKP

Wajib pajak sendiri                                           Rp.  xxx

Tanggungan(jika ada)                                       Rp. xxx                       Rp. xxx

Penghasilan kena pajak (PKP) setahun                                                Rp. xxx

PPh pasal 21 atas gaji dan bonus terutang setahun;
Tarif pasal 17  x PKP = Rp. xxxx
Contoh soal dalam perhitungan  Pemotongan PPh pasal 21 di gross-up.

Dalam  tahun 2001 membayar gaji kepada pegawai tetap dan perusahaan mengikuti program Jamsostek untuk para pegawai tetapnya. Untuk jaminan kecelakaan kerja dibayar sebesar 1.27 % (sesuai dengan kebijakan dalam perusahaan). 

xxx adalah direktur utama, status kawin dan menanggung seorang anak dan menerima gaji sebesar Rp. 10.000.000/ bulan dan mendapatkan tunjangan makan siang/ bulan adalah sebesar Rp. 300.000. xxx mengikuti program pensiun dengan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 2% dari gaji yang telah mendapatkan pengerahan Menteri Keuangan. 
Jawab
gaji setahun 12 x Rp. 10.000.000                                                   Rp. 120.000.000
tunjangan makan siang 12 x Rp.300.000                                       Rp.      3.600.000

JKK (Jaminan Kecelakaan kerja)1.27% x Rp120.000.000            Rp.      1.524.000
JK 0.30% x Rp 120.000.000                                                           Rp          360.000

JPK 6% x 120.000.000                                                                   Rp.      7.200.000

Penghasilan bruto setahun




         Rp.132.684.000

Pengurangan
1. biaya jabatan 5% max           Rp.1. 296.000                   

2. iuran pensiun 2%                  Rp. 2.400.000
3. JHT 2% x Rp.120.000.000   Rp. 2.400.000                   (  Rp.    6.096.000 )
Penghasilan bruto setahun                                                 Rp. 126.588.000

PTKP

Wp sendiri                       Rp. 2.880.000
Tambahan kawin             Rp. 1.440.000

Tambahan wp 1 anak      Rp. 1.440.000                                      ( Rp.     5.760.000)
Penghasilan kena pajak setahun                                                      Rp. 120.828.000

PPh pasal 21 atas pajak terutang

5% x Rp. 25.000.000 =  Rp. 1.250.000

10% x Rp.25.000.000 =  Rp. 2.500.000

15% x Rp. 50.000.000 =  Rp. 7.500.000

25% x Rp. 20.828.000 =   Rp. 5.207.000
                                          Rp. 16.457.000

Maka untuk menghitung tunjangan pajaknya adalah sebesar Rp. 120.828.000

Lapisan 1 = (PKP x 25 %) -  Rp. 13.750.000

                                       0.75

                  = ( Rp. 120.828.000 x Rp 25 %) – Rp. 13.750.000

                                                    0.75

                   = Rp. 21.942.666,67 atau = Rp. 21.942.667
Jadi perhitungan tunjangan pajak dalam menentukan PPh pasal 21 terutang adalah

gaji setahun 12 x Rp. 10.000.000                                                   Rp. 120.000.000

tunjangan makan siang 12 x Rp.300.000                                       Rp.      3.600.000

tunjangan pajak                                                                           Rp.    21.942.667

JKK (Jaminan Kecelakaan kerja)1.27% x Rp120.000.000            Rp.      1.524.000

JK 0.30% x Rp 120.000.000                                                           Rp          360.000

JPK 6% x 120.000.000                                                                   Rp.      7.200.000

Penghasilan bruto setahun




        Rp.  154.626.667
Pengurangan;

1. biaya jabatan 5% max           Rp.1. 296.000                   

2. iuran pensiun 2%                  Rp. 2.400.000

3. JHT 2% x Rp.120.000.000   Rp. 2.400..000                      Rp.     6.096.000 

Penghasilan bruto setahun                                                 Rp. 148.530.667
Jumlah penghasilan bruto                                                                 Rp.148.530.667


PTKP

Wp sendiri                       Rp. 2.880.000
Tambahan kawin             Rp. 1.440.000

Tambahan wp 1 anak      Rp. 1.440.000                                      ( Rp.     5.760.000)

Penghasilan kena pajak setahun                                                      Rp. 142.770.667 PPh pasal 21 atas pajak terutang

5% x Rp. 25.000.000   =  Rp. 1.250.000

10% x Rp.25.000.000  =  Rp. 2.500.000

15% x Rp. 50.000.000  =  Rp. 7.500.000

25% x Rp. 42.770.667  =  Rp.10.692.667

                                           Rp. 21.942.667
Maka pembayaran pajak terutang setelah adanya tunjangan pajak setelah di Gross-up  adalah sebesar Rp. 21.942.667, dan pajak PPh pasal 21 yang dipotong perusahaan (beban penerima penghasilan) juga sebesar Rp. 21.942.667, kenyataannya tidak ada pembayaran pajak bagi xxx.
2.4.  Efisiensi Pembayaran Pajak 

Dalam suatu perencanaan pajak sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada  konskuensi pajaknya. Dengan kata lain perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evation) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun dari kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan legal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut M.Zain dalam bukunya “Manajemen Perpajakan” pengertian dari perencanaan pajak adalah;

“Perencanaan pajak adalah  proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”. 
(2003;43)
Cara  lain untuk mengefisiensikan beban pajak (pembayaran pajak) adalah melalui penghematan pajak (tax  saving), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil  dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Dalam hal ini aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa, karena hal tersebut berada di luar ruang lingkup perpajakan.
Menurut M.Zain dalam bukunya “Manajemen Perpajakan” pengertian dari penghematan pajak adalah;

“Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan penghindaran pajak juga merupakan usaha yang sama dengan cara mengeksplotir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan apa-apa”. 

(2003;51)

Menurut  Vincent Gasperz dalam bukunya “Manajemen Produktivitas total (Strategi peningkatan bisnis global)” pengertian efisiensi  adalah ;

“Efisiensi  adalah ukuran yang menunjukan bagaimana biaya sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output”.
(2000;12)

Sedangkan efisiensi menurut  Sulastiningsih dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi biaya”, pengertian efisiensi adalah sebagai berikut; 

“ Efisiensi adalah jumlah dari masukan yang dipakai untuk mencapai tingkat tujuan tertentu”. 
(2000,12)

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah metode Gross-Up yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan.  Secara umum dapat dikatakan bahwa cara meminimalkan beban pajak melalui penyelundupan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak akan ditolelir, sehingga dengan demikian satu-satunya jalan yang ditempuh untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan penghindaran pajak.

Para perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu atau bersekongkol dalam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana fiskal, karena tidak adanya batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak tersebut.
Walaupun pada hakekatnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan kesanggupan/kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, yang seolah-olah berada di luar skope tindak pidana fiskal, akan tetapi karena posisi wajib pajak dalam hal pengaturan tersebut tentang mengenai perbuatan yang mengurangi utang pajak atau mengurangi kesanggupan/kewajiban perpajakan merupakan hal yang kurang pasti, maka hendaknya diusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan pajak.
Seperti yang telah diungkapkan oleh Oliver Oldman yang dikutip oleh M.Zain  dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perpajakan” mengenai penyelundupan pajak adalah;
“Menegaskan bahwa pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh;

a) ketidaktahuan, yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan–peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

b) kesalahan, yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
c) kesalahpahaman, yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d) kealpaan, yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap ”.                                             (2003;51)

Penyelundupan pajak mengandung arti  sebagai manipulasi secara legal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau bisa disebut juga dengan penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Kesimpulannya, bahwa penyelundupan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat ini seperti yang akan dijelaskan di bawah ini;
a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya.

b. Tidak  dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.

c. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.

d. Tidak dapat memenuhi kewajiban  memelihara pembukuan.

e. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
f. Tidak dapat memenuhi kewajiban  membayar taksiran utang pajak.
g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.

h. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajak dengan cek.

i. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.
2.5. Pengaruh Metode gross-up untuk menentukan besarnya pajak penghasilan pasal 21 badan terhadap efisiensi pembayaran pajak pada perusahaan. 
Pengaruh menurut bahasa kamus berarti saling hubungan atau hubungan timbal balik, sedangkan efisien menurut bahasa kamus merupakan sesuai dengan rencana dalam mengerjakan atau menghasilkan tanpa banyak, membutuhkan tenaga atau biaya. Berbagai macam cara untuk mengefisiensikan beban pajak dalam hal pembayaran pajak adalah melalui penghematan pajak. Dengan cara Metode Gross-up lnilah dalam menentukan besarnya penghasilan pasal 21 badan  dapat mengefesiensikan pembayaran pajak dengan penghematan pajak. Tujuan dari efisiensi ini bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidah lebih dari jumlah yang seharusnya, yang mana metode gross-up disini dikhususkan untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi yang dapat dilihat dari segi tunjangan pajak penghasilan itu sendiri. Dimana tunjangan  pajak penghasilan merupakan  suatu beban perusahaan yang besarnya terkait dengan jumlah penghasilan pegawai yang bersangkutan dan akan mempengaruhi kas perusahaan.
Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “Pelaporah Pajak Penghasilan”, 

“ Alternatif  manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung atau dibayar perusahaan dengan menggunakan perhitungan metode gross-up adalah untuk menentukan tunjangan pajak, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan dalam hal tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak”. 

(2006;97)
� EMBED Equation.3  ���
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